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TINJAUAN TERHADAP UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
DAN PENYITAAN MENURUT KUHAP

PENDAHULUAN

Tujuan dsri Hukum Acara Pidamna l1alah untuk men-
cari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil. Kebensran materiil dalam hal ind
ialah kebenaran yang selengkap~lengkapnya dari suatu
perkara pidana dengan menerpkan ketentuan hukum scara
pidana secara jujur dan tepat dengan tujusn untuk men
cari sispakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan
sustu pelapnggaran hukum, dan selsnjutnya meminta peme-
rikssan dan putussn dari pengsdilan gina menentukanm a-
pakah terbukti bshwa sustu tindek pidana telah dilaku-
kan dan apakah orang yang didakws itu dapst dipersa -
lahkan, |

Sehubungan dengan hal itu, UU no 8 th 1981 ten-
tang KUHAP memberikan wewenang kepada sparat penegak
hukum untuk mengunskan upaysa-upaya paksa, Upaya pakss
tersebut antars lain adalash penggeledahan dsn penyi =
tzan, Sesual dengan asas " Principle Of Legality "
yang disnut dalsm hukum scara pidana, maka penggele -
dahsn dan penyiﬁhan hanya dilakukan berdasarkan perin-
tah tertulis oleh pejabat yang dlberl wewenang oleh
Undang- Undang dan hanys dalam hal den dengan cara yang
diatur oleh Undsang~ Undang. O0leh karens itu penggunsan
paksa penggeledahan dan penyitaan yang tidsk sesual de-
ngan ketentusn Undang- Undang skan membawa skibat tidak
sahnya tindakan tersebut,

PEMBATASAN MASALAH |
Sehubungan dengan ursian tersebut di .atas mqka 8-
kan dibahas tentang :

1.) Ketentuan yang berhubungan dengan massalah peanelc-
dahan.



2.) Ketentuan yang berhubungan dengan masalah penyitaan,

. PEMBAHA SAN

A. Penggeledahan
1.) Pengertian penggeledahan
Tentang penggeledahan dalam KUHAP dikenal
adanye :
a., Penggeledahan Rumah ;
b, Penggeledahan badan yang mencakup :
~ Pemeriksaan badan ;
- Pemeriksaan pakalian termasuk barang-b%rang
yang dibawanya.
Penggeledahan rumah, berdassarkan butir 17 pasal
1 dirumuskan sebagal berikut :
" Penggeledahan rumsh adalah tindak penyidik un-
‘tuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat ter
tutup lainnya untuk melakukan tindakan pemerik -
saan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut
cara yang distur dalem U.U, inin,
Penggeledahan badan, menurut butir 18 pasal 1
dirumuskan sebagai berikut :
" Penggeledshan bsdan adalah tindakan penyidik
untuk menghedapkan pemeriksaan badah dan atau
pakaian tersangka untuk mencsri benda yang |didu-
g8 keras ada psds badsnnya atau dibaewanya serts,
untuk disita ",
Dengan demikian masing-masing penggeledahan
teraebut akan mencakup unsur-unsur sebagsi beri
at ¢
Penggel edahan Rumgh, sdelah :
- Tindakan penyidik/ penyidik pembantu ;
= Untuk memasukli rumah tempat tinggel atau tem -
pat ~tempat tertutup lainnya ;
- Untuk melakukan tindalen pemerikassan dan atau
penyltaan dan atau penangkapan.




2.)

. Penggeledashan rumah dan penggeledahan badan

3.)

4.)

5.)

- Dalam hal-hal dsn menurut cara-cara yang
dalsm U,U. ini.

Penggeledshan Badan, adalah :
- Tindskan Penyidik/ Penyidik pembantu ;

- Untuk mengadakan pemerikssan badan dan atau

pakaian tersangka,

- Yang mencari barang-barang ;

- Yang diduga keras ada pada badannya atau
wanya serta ;

= Untuk disits,

Dasar Hukum

pakaian a,l. diatur dalam Pasal-prsal 32, 34,

36,37, 125, 126, 127 dan butir 17 dan 18 dari Pa-

sal 1,

Bile dikaitkan déngan keadﬁﬁn genggéledah&g

kan :
a) Pengeledahan rumah dengan Surat Izin Ketua

Pengadilan Negara ( Passl 33 ).
b) Penggeledahan yang dilakukan dalam keadagn

yang sangat perlu dan mendesak { Pasal 34 ).
c)} Pemggeledahan yang dilakukan dalsm hal tertang-

- kap tangan ( Pasal 35 ).

Pejabat yang berwenang menggeledah :

@) Penyidik ;

b) Penyidik Pembantu ;

c) Penyidik atas perintah Penyidik/ Penyidi
bantu, kecuali dalsm hal menggeledsh pakt

ada pada hulpmagistrast juga menjadl wewenang
dari magistraat,
Sedangksn menurut U,U, HAP inl hanya merupakan
wewenang dari Penyidik/ Penyldik Pembantu.

Kepentingan Penggeledahan

Berdasarkan pasal %2 U,U, HAP, untuk kepen-

tingan penyidikan, Penyidik/ Penylidik Pembantw

ian.
Seperti halnya pada wewenang penangkapan, mnaka
wewenang pengeledahan ini menurut RIB HIP selain



dapat melakukan penggeledahan rumah atau pengge-
ledahan pakaien atau penggeledahan bsdan menurut
tata cara yang ditentukan dalam U,U, ini,
Prosedur_dan tata cara pen _eledahan

. @) Penggeledahan rumah dengan Surat Izin Ketua

Pengadilan Negeri : _
- Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri ;
- Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu atau Penye-

1idik atau perintah Penyidik/ Penyidik Pem-

bantu ;

~ Dalam melakukan penyidikan dapat mengﬁdakan
penggeledahan rumeh yang diperlukan ;
& - Dalam hal-hal yang diperlukan stau perintah
%‘ Penyidik/ Penyidik Pembantu, petugas Kepoli-
B sian Negara RI, dapet memasuki rumah gtau
tempat harus disasksikan oleh 2 orang gakai .

dalam hal tersasngka atau penghuni men etujui

- Bila tersangks atau penghunli menolak dtau
tidak hadin; make setiap kall memasukl rumah
atau tempat harus disaksikan :
- Kepala Desa atau Kepale Lingkungan dan ;
- Dua orang saksi,

-~ Dalam waktu 2 x 24 jam setelah memasuﬂi dan
atau menggeledah rumah atau tempat, harus
dibuat Berita Acara.

- Kepada pemllik atau penghuni rumah atau tem-
pat yang bersangkutan diberikan turunan Be-
rita Acara Penggeledahan Rumah. (Pasal 33).

b) Pegggeledahan Yang dilakukan dalam keaddan -

yang sangat periu dan mendeggg. J

% Tanpa surat izin Ketua Pengadialan Negeri

- Dilakukan dalam kesdsan yang sangat p%rlu,
dan mendesak.

- Penyidik/ Penyidik Pembantu hapus segera -
bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat-
kan surat l1zin terlebih dshulu,




: - Dalam waktu 2 x 24 jam setelah melakukan
3 penggel edahan harus dibuat Berita Acata dan
, turunannys disampaikan kepada pemilik| atau
penghuni rumsh atau tempat yang bersangku.
tan. '
-~ Penggeledahan rumah dilakukan. :
- Pada halaman rumgh tersangka bertempat
tinggal, berdiam atau ada, dan yang ads
dietasnya ;

: - Pada setiap tempat lein tersangka bertem-

; pat tinggal, berdiam atau ada ; ‘

: - Di tempat tindakan pidana dilskukan|atau
terdapat berkaas~berkasnys;

- Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak diperke:
nanken memeriksa atau menyita surat, buku
den tulisan lain yang tidak berhubungan de-
ngan tindak pldana yang bersangkutan, kecus -
ali terhadap benda yang diduga telsgh diper-
gunaken untuk melakukan tindak pidana| ter-
sebut, ( Pasal 34 ).

¢) Pen nggeledahan dalam hal tertangkap tanggn.
< Tanpa surat 1zin Ketua Pengsdilan Negeri.
A - Tanpa surat perintah penggeledahan,
‘ - Kecuali dalem hal terhadap tertaengkap| te.u=
ngan, Penyldik/ Penyidik Pembantu tidak di-
perkenankan memasuki :

- Ruang dimana sedang berlangsung sidang
MPR, DPR.RI atau DPRD ;
- Tempat. dimena sedang berlangsung sidang
pengadilan, ( Pasal 35 ).

d) Penpggeledshan Rumah diluar daerah Hukum Penii-
dik,

Dalam hal Penyidik/ Penyidik Pembantu
harus melakukan penggeledahan rumah daftar
daerah hukumnys, wajib dipenuhl ketentusan se-
bagal berikut ;



A R R T

B. gnxitaan
1) Pengertign

.r"-

=%taan dirumuskan sebagai berikut :

" Penyitsan adalah serangkaian tindeken Peny
j;untuk mengambil @lih dan atau menyimpan diba
?penguasaannya benda bergerak atau tidsk berg
\berwujud atau tidak berwujut untuk kepenting

:@pembuktian dalsm penyelidikan, penuntutan da:

_ kukan, ( Pasal 36 ).M' ‘
e) Peng ledaha-; akaian dan ataw enggeled

- Harus dengan surat izin dari Ketua Pengadi-

lan Negeri'yang sedaerah hukum dengan | Penyl-

dik/ Penyidik Pembantu,

Tata caranys dengan memperhatikaem ketentuan

sebagal diatur dalaem Pasal 33,

Pelaksanaan penggeledahan rumah tersebut ha-
rus diketahui. oleh Ketua P.N. dan did#mpingi
oleh penyidik/ penyidik pembantu dari daerah
hukum dimana penggeledahan rumsh itu dilal .i-

nya berwenang menggeledah pakaian,

ahen

« Pads waktu menangksp tersangka, Penyldik haw

Dalam penggeledahan pakaian termasuk barang-

barang yang dibawanya:serta.

Penggeledahan itu dilakukan apabila terdspet
dengan kerss dengan alasan yang cukup bahwa

pada tersangka tersebut terdapat baran
dapat disita.

yang

Psda waktu mensngkap tersangka, Penyidik/

Penyidik Pembantu berwenang menggeleds

pa-

kaian dan atau menggeledah badan tersangka
yang dibawa menghsdap kepadanya oleh Penyi~

dik. ( Pasal 37 ).

Berdasarkan butir 16 Pasal 1 tentang penyi.

ldik
wah
erok,
-3¢ '
n pera-




2)

3)

4)

5) gggggtingan'Penyitaan.

Kalau penyitaan itu kita jabarkan, maka
mencakup unsur-unsur sebagail berikut :

19) Serangkaian tindakan penyidik,

b) Untuk mengambil alih dan atau menyimpan ai
" penguassannya.

:c) Benda bergerak atau tidak bergerak, berwuj
{ tau tidak berwujud.

4d) Untuk pembuktian,

}) Dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
; Seperti halnya penangkepan dan penggele
'ﬁaka penyitaan jugs hanya merupsakan wewenang

‘tindakan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu, ba

f}uk kepentingan penyldikan, maupun untuk kepe
f;n penuntutan atau peradilan yang masing-masi
}as perintah/ permintaen penuntut umum atau h

Dengan demikian dalam U,U, ini Penuntut

:atau hakim tidak dapat melakukan penyitaan se

Dasar Hukum.

Penyitaan diatur a.l, dalam Pesal-Pasal
39, 40, 41, A2, 43, 44, 45, 46, 128, 129, 130
dan butir 16 Pasal 1.,

Bila dikaitkan dengan keedasn penyitasn dilak
a) Penyitaan dengan surat izin Ketua Pengadil

* ' Negeri, ( Pasel 38 ayat(1) ).
b) Penyitasan yang dilakukan daslam keadaan ysn

akan

bawah

ud ae.

dahan,
atau
itk un-
nting-
ng &-
akim.,
umum
ndurl.

38,
y 131,

ukan,

n

ngat perlu dan mendesak. ( Pasal 38 ayat(2) ).

‘§) Penyitaan yang dilskuken dalam hal tertang

. tangan. ( Pasal 40 dan 41 ).

Peiabat yang berwenang monyita H

a) Penyidik.

b) Penyidik Pembantu,

¢) Penyidik atau perintah penyidik/ penyidik

© ta, ( Pasal 5 ayat(2), 7 ayat(1), 16 dan P
38 ),

= Penyidikan ; penutututan; peradilan,

o

ap

pemban-
agal




6) Penyitaan dengan sufét ijin.

a. Oleh Penyhdik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik a-

7) Penyltaan yang dilakukan dalam keadasn yang sang

tas perintah Penyidik/Penyidik Pembantu,
Dengan surat ijim Ketue'Pengadilan Negeri,

Ada surat perintah penyitaan.

Penyidik/Penyidik Pembantu terlebih dahulu memper-

linhatkan tanda pengenal diri kepada orang yar
rangnya disita.
Memberikan surat taenda penerimaan kepada oran

ri mana. benda itu disita,

12 ba-

g da-

tat

perlu dan mendesak.

g

8) Penyitaan dalem Kal tertangkep tangan.

a,

b.

C.

d.

Oleh penyidik/penyidik pembantu,

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak,

Tidak memungkinkan mendapat surat ijin terlebih da-

hulu dari Ketua PN.

Sebelum menyita terlebih dahulu.memperlihatk#n tan-

da pengenal kepada orang dari mana benda itu

Penyitaan harus terbatas pada bends bergerak,

disita,

memberikan surat tenda penerimaan kepada orsang yang

bendanya disita.

Seaudah menyita segera melapor kepada Ketua IV gsetem-

pat guma memperoleh persefujuan,

Oleh penyidik/penyidik pembantu,

Tanpa surat perintah penyitaan dan surat ijim Ketua

Pengadilan Negeri,
Terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal

ta a-

Yang dapat disita benda atau alat yang ternys



9) Barang~barhng yang déﬁﬁt dikénakahmbéﬁiiéaan.

atau patut dapat diduga telah dipergunakan melakukan

tindak pidena, atau benda }ain yang dapat dipakai se-

bagal barang bukti,

a. Barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang se-

d.

e,

10)Penyimpanan _benda sitaan,

a.

11, Pengembalian benda sitaa,

luruhnya atau sebaglan diduga diperoleh dari
pidane atau sebagai hasil tindek pidans.

tindak

Barang yang telah dipergunakan secara langsung mela-

kukan atau mempersigpkan tindak pidana.

Barang yang dipergunakan untuk menghalang-hal|

penyidikan.

Barang ysng khusus dibuat atau dipergunakan m

kan tindak pidana.

Barang lain yang mempunyai hubungan langsung
tindak pidans yang dilakukan,

Disimpan dalam Rumah penyimpanan bends sitaan

Penyimpanan harus dilakukan dengsn sebaik~bal

angi

elaku~

dengan

negara,

knya,

Tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang

gsesual tingkat pemeriksaan,

Bende sitaan dilarang dipergunakan oleh siaps

pun,

Terhadap benda sitaan yang lekas russak,membal

ayakan,

memerlukan biays tinggl, maka dengan persetujuan

tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan se-

bagai berikut ; dijual lelang, diamankan oleh penyi-

dik agau penuntut umum,

Benda »yang disita dikembalikan kepada orang

kepada mereka yang paling berhak, apabila:

atau
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~ kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak me-
merlukan lagi; |

- perkars tersebut tidak jadl d4ituntut karena;tidak

cukup bukti atau ternyata tidek merupakan tindek
pidana; '

~ perkara dikegampingkan demi kepentingan umum atau

perkara tersebut ditutup demfyhukum, kecuasli bila
benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau
Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pibana.

" Dalam perkaras sudah diputus, magka benda yangédisi-
ta dikembalikan kepada orang atau mereka yané dise~
but dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut
putusen hakim, benda itu dirempas untuk negara,
untuk dimusnshkan, atau dirusak sampai tidakédapat
dipergunakan lagi atau jikas benda tersebut masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain,
Penjelasan pasal 46 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa
dalam pengsmbagian benda sitasn hendaknya sejauh
mungkin memperhitungkan segl kemanusiaan, dengan
mengutamakan pengembalian benda yang menjadi'sum-
ber kelangsungan hidup keluarga tersangka atau ter-

dakwa,

PENUTUP. |
Di dalem KUHAP telah diatur dengan tegas tentang
tatacara penggunasn upaya paksas penggeledahan dan penyl-
‘tagn.
Upaya paksa penggeledahan dan penyitaan hanya da-
pat dilakuken oleh pejabat yang diberi wewenang oleh un-

dang-undang.
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